NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.02.00/06 /2025

vonor : [

TENTANG
PENANGGULANGAN TERORISME MELALUI DUKUNGAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun dua ribu dua
puluh lima (26-05-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan
di bawah ini:

s : Kepala Badan Nasional Penanggulangan
- Terorisme Republik Indonesia, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme

berdasarkan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 124 Tahun 2024 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan

Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di

Lingkungan Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme, yang
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berkedudukan di Indonesia Peace and
Security Center, Jalan Anyar, Desa Tangkil,
Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU;

2. _ : Menteri Komunikasi dan Digital Republik
Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kementerian Komunikasi
dan Digital Republik Indonesia berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 133/P Tahun 2024 tentang
Pembentukan Kementerian Negara dan
Pengangkatan Menteri Negara Kabinet
Merah Putih Periode Tahun 2024-2029,
yang berkedudukan di Jakarta, beralamat
di Jalan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta
10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai
PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah nonkementerian
yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan
melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan
Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan
deradikalisasi; mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam
penanggulangan Terorisme; mengoordinasikan program pemulihan
Korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan
kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di

bidang kerja sama internasional;
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. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan

. bahwa PARA PIHAK sepakat penanggulangan terorisme dilakukan secara

maksimal berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK

khususnya di bidang komunikasi dan digital.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data
Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
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10,

Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400);

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak
Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum,
Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6417);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian
Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 370);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020
tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun
2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup
Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 544);
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme Nomor S tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi
dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
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11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 225); dan

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan
Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 245).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi
masing-masing sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang
Penanggulangan Terorisme melalui Dukungan Penyelenggaraan Program

Bidang Komunikasi dan Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam
melakukan kerja sama yang saling menunjang tugas dan fungsi PARA
PIHAK.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:

a. mewujudkan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan serta
pencapaian fungsi PARA PIHAK; dan
b. meningkatkan peran aktif PARA PIHAK sesuai dengan fungsi

masing-masing dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. pemanfaatan data dan/atau informasi dalam pencegahan terorisme
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. penyediaan dan penguatan/peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, prasarana dan sarana dalam rangka pencegahan

terorisme;
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

c. penanganan konten internet negatif terkait radikalisme dan
terorisme;

d. diseminasi informasi dan edukasi publik tentang radikalisme dan
penanggulangan terorisme; dan

e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PARA PIHAK bermaksud bekerjasama untuk berkontribusi masing-

masing namun tidak terbatas pada Lampiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan
Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh
wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani.

Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu
dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang
bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan
secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum diakhiri Nota Kesepahaman ini.
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(4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghapus hak dan kewajiban
PARA PIHAK yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja

Sama.

Pasal 5

BIAYA
Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan
pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan
pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini secara
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan

program Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan
data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan dan dalam rangka
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) = PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai
dengan tujuan dan tugas PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan
peraturan pérundang—undangan.

(3) PARA PIHAK wajib menyebutkan sumber data dalam penggunaan data
dan/atau informasi yang diperoleh dari PARA PIHAK.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 8
NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat
korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini yaitu:

a. PIHAK KESATU
Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Komplek IPSC, Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kecamatan
Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Telepon :(021) 29339666 / 174

Email : humas@bnpt.go.id

b. PIHAK KEDUA
Kepala Biro Perencanaan
Alamat :Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta

Pusat 10110
Telepon : (021) 384 2383
Email : kerjasamarocan@komdigi.go.id

Dalam hal terjadi perubahan narahubung dan/atau alamat
korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang
mengalami perubahan wajib memberitahukan PIHAK lainnya paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan
tersebut.

Selama pemberitahuan perubahan narahubung dan/atau alamat
korespondensi tersebut belum diterima, maka penyampaian informasi
tetap ditujukan ke narahubung dan/atau alamat korespondensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Nota

Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Nota Kesepahaman dibuat dan tunduk kepada ketentuan hukum negara

Republik Indonesia.



Septiani Ayu Rosita


(2) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PERUBAHAN

(1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA
PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota
Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen
yang disepakati oleh PARA PIHAK, dituangkan secara tertulis dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada
hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal
Nota Kesepahaman ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai
cukup dan dibubuhi cap masing-masing PIHAK, memiliki kekuatan hukum

yang sama dan PARA PIHAK memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk
dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
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